
PEMERINTATI KABUPATEN
SALI}iI,AI{

KEDIRI

PERATURAN DAER.{H IC{I]IJPAIEN KEDIRI

NONTOR 4 'TAHUN 2OO4

TENTANG

PENCABUTAN PF.RATI"IRAN DAERAH IC4BUPATEN

KEDIRI NOMOR 18 TAHUN 2OO1

TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN

DENGAN RA}IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEDIRI,

lvlenirnbang : a. bahwa berdasarftan Keputrxan Menteri Dalarn Negeri Nomor {1 Tahm 2003

tentang Pembatalan Peraturan Daetah Kabupaten Kcdiri Nomor 18 Tahun

2001 tErlta4 Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan, [flsna dianqgap

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tatrun 1980 tentang Jalan ,

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang I^alu Linas dan Angt'utan

Jalan dan Undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tertang Paiak Daerah dan

Rehibusi Dacrah aebagairrana telah diubah dengaa Undang-uadang Nomor

34 Tahun 2000, maka Perahran Daorah Kabupaton Kediri Nomor 18 Tahun

2001, perlu dicabut ;

b. bahwa berdagartan psrtimbao$n scbagirnana dimalcud dalam huruf a'

perlu membontr* Pcraturan Daerah tentaog Pencabuun Psrahlan Daefah

Kabupaten Kediri Nomor l8 Tahrm 2001 tsntang Retribusi Izirr Disperuasi

Kelas Jalan ;

Mel€ingat : l. Undang-rmdang Nomor 12 Talnrn 1950 tcntang Pembonurkan Daerah{acrah

Kabupaten dalam Lingkungln Propinsi Jawa Timuc

2. Undang-undang Nomor 18 Talun 1997 juncto Undang-undang Nomor 34

Tahrm 2000 teotang Psrubahan atas Undang-rurdang Nomor 18 Talun 1997

tentang Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lcmbrar Negaca Ropublik

Indonesia Tatrun 2000 Nomor 246 Tarnbahan Ignbaran Negara Republik

Indoneeia Nomm 4048) ;

3. Undang-rmdang Nomor 22 Tahun 1999 tfltang Pemerintahar.Daerah

(-embaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 60 T:mbahan

Lembaran Negra tl.epublik Indonesia Nomor 3839);



)

4. Undang-undang Nomor 25 Tairun t999 tsntatg P€rimbaryan Keuangan

antara Pem€rintah PuEat dan Daerah (Lembaran Negara Republik hdmosia

Tahun 199 Nomor 72 Tambatran l-ornbararr Negara Rcpublik Indoflcsia

Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pcmeriltah Nomor 25 Tatrun 2000 teorang Kewonaogan

Pemerintah dan Kowcnangan Propinsi scbagi Daerah Otonom (Lembaran

Ncgara Ropublik Intlonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tanrbahan Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Nomor 3953);

6. Perahran Pemcrintah Nomor 20 Tahrm 2001 tentaru Pembinaan dan

Pengawasan aat Penyelalggaraan Pemerinah Daerah (trrnbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4l Tarnbahan l-embaran Negara

RcPub[k Indoncria Nomm 4090)

7. Peranran Pcm€rintah Nomor 66 Tatrun 2001 tontalg Retribusi Daorah;

8. Keputrxan Presiden Nomor 44 Tatrun 1999 tentang Teknik Ponyusrman

Pera$ran Pcnndang-rmdangan dan Bentuk Rancangan Undarg-undang

Rancangan Peranran Pemerintatr dan Rancanpn Kepuusan

(I-crnbaran Negara Rcpublik Indoncsia Tatlur 1999 Nomor 70) ;

9. Kcputusan Prcsid€n Nomor 5 Tatlm 2001 tentar:g Petaksanaan Pcngakuan

Kewenangan KabuPat€o dan Kota;

10. Kcpuhrsan Prc8id€o Nomor 74 Tatrun 2001 tentag Tata Cara Pengawasan

Pcrryclcnggaraan Pcmerintahan Dacrah;

11. Keputusan Mcnteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor l7 Tatun

200 1 tcntang Petimpatran Pengawasan Fungional Penyelcnggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Gub€muq

12. Keputusan Me'nteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2l Tahun

2001 tentang Tcknik Pcrryrururan dan Matori Muatan Prodr*-produk Hukum

Daorah ;

13. Keputusan Ment€ri Dalam Negeri dan Olonomi Daerah Nomor 22 Taltun

2001 tc,lrtang Bcnhrk Produk-prodr* Hukum Dacrah ;

14. Keputusan Mmreri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun

2001 teotang Prosedru Pcnyusruun Produk Hr*un Daerah ;

15. Kepuhuan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 4l Tatnn 2001 tentang

Pongawasan Reprcsif Kobijakan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l3M7 Tahun 2002 tiltarrg

Petgakuan Kcwenangan Kabupalcn dan Kota;
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Keputusan Menteri Dalam l.iogeri Nomor 4l Talnm 2003 tentang Pernbafalan

Peraturan Daerah Kabupaten Kcdiri Nomor l8 Tatnm 2001 tonfang Retribusi

Izin Disp€flsasi Kelrs lalan ;

Pcratnran Daerah Kabupaten Kediri Nunor 7 Tat\nt actrJ/z t€ntang

Penerhitan Lembaran Daerah dan Berita Daerdl Kabupaten Kediri

(Leo$aran Daerah Kabupalen Kediri Tahun 2002 Nomor I Seri E Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E ) ;

Peratruan Daerah Kabupafen Kodiri Nomor 3 Tahun 200? tsntang Prograrn

Pembangunan Daoeah Kabupaten Kediri Tahun 2C{.2-2Cf.S Q-embaran

Daerah Kabupaton Kcdiri Tahun 2002 Nomor 3/C Seri C);

Peraturan Da€rah Kabuparen Ksdiri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana

Strategis Daerah Kabupaton Kediri Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah

Kabupatcn Kediri Tallm 2002 Nomor 4/C Scri C Tambatran trmbaran

Dacrah Kabupaten Kcdiri Nomor I Seri E);

Peraturan Daeratr Kabupatsn Kediri Nornor I Tahun 20O4 tcntang Re,lroana

Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kediri Tatrun 2004 (xmbaran

Daerah Kabupaten Kodiri Tahun 2004 Nomor I Sori E);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH T.ABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAI.I:

MenctapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDru TENTANG
. PENCABI.]TAN PERATI.]RAN DAERAH KABTIPATEN KEDMI

NOMOR 18 TAHUN 2OOI TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI

KELAS JALAN

Pasd I

Peraturm Dacrah Kabupatcn Kcdiri Nomor 18 Tahrm 2001 tent ng

Rehibusi Izin DiEpcnsasi Kelas Jalan (,ombaran Dacrah Kabugatcn Kediri

Talun 2001 Nomor 2/B Seri B) dinyatakan tidak b€daku.

17.

l ri.

19.

21.

I
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Pas 12

Pera&ran Daerah ini mulai berlaku pada unggal Oiudangkan.

fuar setiap orang dapat mengeiahuinya" memerintatrkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penompataonya dalam Lombaan Daerah

Kabupaten Kediri.

Disat*an diKedhi

padatanegal 18-5-2004

BUPATI KEDIRI

TTD

SUTRISNO

Drmdangkm di Kediri

padatanggel 18-5 - 2004

SEKRETARIS DAERA}I,
TTD

DJOKO SOEIHRNO

IEMBARAN DAERAH KABIJPATEN KEDIRI

TAHUN 2OO4 NOMOR 1 SERI C

ATIKEDIRI


